
244 

 

 

 

JSHI 
Volume (9) No. (1) (244-256) 2026 
ISSN: 2599-1191 
https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index 

 
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM 

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA MENURUT EKONOMI 

ISLAM 

Wandha Audia Magfirah
1
, M. Askari Zakariah

2
, Ristiyanti Ahmadul Marunta

3 

1,2,3
Universitas Sains Islam Almawaddah Warrahmah Kolaka  

Email: wandhaaudiaa@gmail.com 
1
, askari@usimar.ac.id

2
, 

ristiyanti@usimar.ac.id
3 

  ABSTRAK 

Koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang berlandaskan asas 

kekeluargaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam 

perkembangannya, koperasi tidak hanya menekankan aspek kebersamaan, tetapi 
juga membutuhkan penerapan tata kelola yang baik melalui Good Corporate 

Governance (GCG). Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sejalan dengan nilai-

nilai ekonomi Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab 

sosial. Oleh karena itu, penerapan GCG pada koperasi sangat penting untuk 
memastikan pengelolaan berjalan profesional, akuntabel, serta berorientasi pada 

kesejahteraan anggota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dianalisis menggunakan teknik 

analisis domain untuk menemukan pola penerapan GCG serta kesesuaiannya 

dengan perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 
Transparansi telah dijalankan melalui keterbukaan laporan keuangan, laporan 

triwulanan, dan pertanggungjawaban dalam RAT, sesuai dengan nilai kejujuran 
dalam Islam. Akuntabilitas diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas dan 

mekanisme pengawasan internal-eksternal, sejalan dengan prinsip al-

Mas’uliyyah (pertanggungjawaban). Responsibilitas tercermin dalam kepatuhan 
terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial, sesuai dengan prinsip al-Ihsan 

(berbuat kebaikan). Independensi diwujudkan melalui pengambilan keputusan 
berbasis musyawarah, mencerminkan prinsip wasathiyah (keseimbangan). 

Keadilan diterapkan melalui pembagian SHU yang proporsional dan kesempatan 

yang sama bagi seluruh anggota, sesuai dengan prinsip al-‘adl (keadilan). Selain 
itu, koperasi juga mengamalkan prinsip al-Kifayah (kecukupan) dengan 

menyediakan kebutuhan dasar anggota serta prinsip maslahah melalui unit 
simpan pinjam dan toko koperasi. Faktor pendukung penerapan GCG meliputi 

keterbukaan pengurus, kepercayaan anggota, mekanisme musyawarah, serta 
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dukungan regulasi pemerintah. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan 
sumber daya manusia, kurangnya pemahaman prinsip tata kelola Islami, 

terbatasnya inovasi usaha, praktik pinjaman berbunga, dan minimnya 

pemanfaatan teknologi informasi.  

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Kesejahteraan Anggota, Ekonomi 

Islam, Koperasi. 

PENDAHULUAN 

Dalam era modern saat ini, konsep Good Corporate Governance (GCG) 

telah menjadi kebutuhan penting bagi setiap jenis usaha, tanpa memandang skala 

atau bentuknya. Setiap organisasi memerlukan penerapan prinsip GCG, meskipun 

pendekatan implementasinya bisa berbeda-beda tergantung pada karakteristik 

masing-masing bisnis. GCG berkaitan erat dengan pembagian tanggung jawab 

dan kewenangan, penerapan prinsip akuntabilitas, serta pengaruhnya terhadap 

kinerja organisasi secara keseluruhan.
1
  

Istilah "tata kelola perusahaan" didefinisikan oleh OECD sebagai "sistem 

peraturan yang menetapkan hak dan tanggung jawab berbagai pemangku 

kepentingan dalam hubungannya dengan satu ì sama lain," teìrmasuìk peìmeìgang 

saham, manaje ìr, kreìdituìr, peìmeìrintah, dan karyawan. Tu ìjuìan uìtama dari GCG 

adalah uìntuìk meìningkatkan nilai pe ìmeìgang saham me ìlaluìi manaje ìmeìn, re ìguìlasi, 

dan peìngeìndalian bisnis yang le ìbih baik. Pada awal ke ìmuìncuìlan GCG, be ìbeìrapa 

pihak be ìrharap bahwa GCG dapat me ìngakomodasi ke ìbuìtuìhan se ìluìruìh peìmangku ì 

keìpeìntingan.
2
 

Good Corporateì Gove ìrnanceì (GCG) me ìruìpakan prinsip tata keìlola yang 

baik dalam pe ìnge ìlolaan organisasi atauì pe ìruìsahaan uìntuìk me ìnciptakan sisteìm 

manaje ìrial yang transparan, akuìntabeìl, be ìrtangguìng jawab, inde ìpeìnde ìn, dan 

beìrkeìadilan. Pe ìneìrapan GCG te ìlah me ìnjadi ke ìbuìtuìhan me ìndasar dalam me ìnjamin 

keìbeìrlanjuìtan organisasi, tidak hanya pada peìruìsahaan-peìruìsahaan beìsar, teìtapi 

                                                 

1 Juliana Nasution, dkk, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, 

Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Vol. II, Nomor. 2, 2022, hlm. 2541-

2542. 
2 Ayu Ribut Sri Wahyuni Ningseh, “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia”, MARGIN ECO: 

Jurnal Ekonomi dan Perkembangan Bisnis, Vol. V, Nomor 2, 2021, hlm. 19. 
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juìga pada le ìmbaga ke ìuìangan mikro se ìpe ìrti kope ìrasi. Dalam konte ìks kope ìrasi, 

peìneìrapan prinsip GCG me ìnjadi se ìmakin pe ìnting me ìngingat kope ìrasi me ìnge ìlola 

dana anggota dan be ìrtuìmpuì pada asas ke ìke ìluìargaan dan keìbeìrsamaan. 

Seìcara teìoritis kope ìrasi me ìmiliki karakteìristik yang be ìrpoteìnsi me ìnjadi 

keìuìngguìlan se ìbagai badan u ìsaha yang dapat be ìrpe ìran peìnting dalam 

peìmbe ìrdayaan eìkonomi masyarakat. Kope ìrasi me ìmiliki nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang ide ìal se ìbagai badan uìsaha. Kope ìrasi juìga me ìmiliki ke ìuìngguìlan 

poteìnsial yang bisa me ìnjadikannya e ìfisie ìn, posisi tawar yang ku ìat, pasar yang 

leìbih pasti, se ìhingga kope ìrasi me ìmiliki ke ìuìngguìlan be ìrsaing yang le ìbih baik 

dibandingkan de ìngan uìsaha se ìndiri-seìndiri. Namuìn de ìmikian faktanya teìrdapat 

kope ìrasi yang be ìrhasil dan banyak ju ìga yang tidak be ìrhasil. Kope ìrasi yang 

beìrhasil te ìntuìnya kopeìrasi yang mampuì me ìmbe ìrikan manfaat keìpada anggotanya. 

Manfaat kopeìrasi te ìrse ìbuìt me ìlipuìti manfaat eìkonomi dan non e ìkonomi.
3
 

Kope ìrasi adalah badan uìsaha yang be ìrlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

Meìnuìruìt Undang-Undang Dasar Re ìpuìblik Indone ìsia nomor 25 tahuìn 1992 

Teìntang Peìrkopeìrasian, Kope ìrasi adalah badan uìsaha yang beìranggotakan orang 

seìorang atauì badan huìkuìm Kope ìrasi de ìngan be ìrlandaskan ke ìgiatannya 

beìrdasarkan prinsip kope ìrasi se ìkaliguìs se ìbagai ge ìrakan e ìkonomi rakyat yang 

beìrlandaskan atas dasar asas keìkeìluìargaan.
4
 Se ìcara uìmuìm kope ìrasi dipahami 

seìbagai pe ìrkuìmpuìlan orang yang se ìcara suìkare ìla me ìmpeìrsatuìkan diri uìntuìk 

meìmpe ìrjuìangkan pe ìningkatan ke ìseìjahte ìraan eìkonomi me ìre ìka, me ìlaluìi 

peìmbe ìntuìkan seìbuìah badan uìsaha yang dike ìlola se ìcara deìmokratis.
5
 

Alasan pe ìneìliti te ìrtarik uìntuìk me ìne ìliti Prime ìr Kope ìrasi Kartika 

Hasanuìddin Kolaka adalah kare ìna kope ìrasi ini me ìmiliki karakte ìristik yang 

beìrbeìda dari kope ìrasi pada uìmuìmnya. Kope ìrasi ini be ìrada dalam lingkuìp dan 

nauìngan Komando Distrik Milite ìr (Kodim) 1412 Kolaka, di mana keìanggotaan 

                                                 
3 Ryan Irwansyah Pasaribu dan Kusmilawaty, “Analisis Peran Koperasi Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah 

Kota Medan)”, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA), Vol. II, Nomor 02, 2024, hlm. 359. 
4 Veronika Chantika Da Gomez, dkk, “Strategi Peningkatan Tata Kelola Koperasi Dalam 

Upaya Mencegah Praktik Tidak Sehat Pada KSP KOPDIT Pintu Air Cabang Koting”, 

BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, Vol. V, Nomor 02, 2024, hlm. 

1212. 
5 Aathifah Fauziyyah, dkk, “Jenis-Jenis Koperasi Dan Koperasi Sebagai Badan Usaha”, 

Musytari : Neraca Manajemen, Ekonomi, Vol 3, Nomor 04, 2023, hlm. 2. 
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kope ìrasi te ìrbatas hanya pada peìrsone ìl Kodim 1412 Kolaka dan tidak me ìlibatkan 

masyarakat uìmuìm se ìbagai anggota. Kondisi ini me ìnjadikan kope ìrasi te ìrse ìbuìt uìnik 

dalam hal struìktuìr ke ìanggotaan, pe ìnge ìlolaan, se ìrta peìneìrapan prinsip-prinsip tata 

keìlola yang baik. Ole ìh kare ìna ituì pe ìneìliti te ìrtarik uìntuìk me ìne ìliti hal ini de ìngan 

meìngangkat juìduìl te ìntang : Peìneìrapan Good Corporateì Gove ìrnanceì (GCG) 

Dalam Me ìwuìjuìdkan Ke ìseìjahteìraan Anggota Me ìnuìruìt Ekonomi Islam (Stuìdi 

Kasuìs Prime ìr Kope ìrasi Kartika Hasanu ìddin Kolaka). 

METODELOGI PENELITIAN 

Dalam pe ìne ìlitian ini, diguìnakan te ìknik kuìalitatif. Analisis dalam pe ìneìlitian 

kuìalitatif se ìringkali me ìngguìnakan peìndeìkatan induìktif dan beìrsifat de ìskriptif. 

Fokuìs dalam pe ìne ìlitian kuìalitatif te ìruìtama pada proseìs dan makna (dari su ìduìt 

pandang suìbjeìk) Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian kualitatif, 

dimana peneliti ingin mengetahui penerapan Good Corporate Governance (GCG) 

menurut ekonomi Islam pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena 

sosial dan budaya yang terjadi di lingkungan koperasi. Melalui wawancara, 

observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini berupaya menggali makna di balik 

tindakan, interaksi, serta proses penerapan prinsip-prinsip GCG dalam praktik 

pengelolaan koperasi.
6
 Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti 

menelaah fenomena tertentu secara kontekstual dalam lingkup program, peristiwa, 

proses, institusi, maupun kelompok sosial. Dengan demikian, metode ini 

memberikan gambaran yang luas dan mendalam mengenai bagaimana penerapan 

tata kelola koperasi yang baik dapat berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan anggota 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Analisis Peìneìrapan Good Corporate ì Goveìrnance ì (GCG) Dalam 

Meìwuìjuìdkan Ke ìse ìjahte ìraan Anggota Me ìnuìruìt Ekonomi Islam Pada 

Prime ìr Kopeìrasi Kartika Hasanuìddin Kolaka 

                                                 
6 Sapto Haryoko, dkk, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur 

Analisis), (Cet. I; Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm. 31.  
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Dalam pe ìrke ìmbangannya, tata keìlola saat ini tidak hanya dipeìruìntuìkkan 

bagi pe ìruìsahaan uìmuìm, te ìtapi juìga uìntuìk pe ìruìsahaan ke ìuìangan yang ke ìgiatan 

uìtamanya adalah me ìnghimpuìn dana dan me ìnyaluìrkannya ke ìmbali. Peìruìsahaan 

keìuìangan teìrdiri atas pe ìruìsahaan peìrbankan dan non-bank. Leìmbaga ke ìuìangan 

mikro se ìpeìrti kope ìrasi me ìruìpakan le ìmbaga ke ìuìangan non-bank yang pe ìnting dan 

meìmiliki pote ìnsi te ìrjadinya pe ìnyalahguìnaan se ìrta peìngge ìlapan dana masyarakat.
7
  

Hal ini dise ìbabkan kareìna kopeìrasi me ìruìpakan le ìmbaga de ìngan juìmlah 

peìmilik modal yang cu ìkuìp banyak, yaituì seìluìruìh anggotanya, se ìhingga pe ìrlu ì 

meìne ìrapkan prinsip-prinsip tata keìlola yang baik. Kope ìrasi me ìnge ìlola barang 

puìblik dan suìmbe ìr daya beìrsama, se ìhingga tata keìlola yang baik sangat pe ìnting 

uìntuìk dite ìrapkan. Kope ìrasi juìga me ìmiliki ke ìuìngguìlan dibandingkan le ìmbaga 

keìuìangan lainnya, kareìna kopeìrasi me ìmiliki mode ìl bisnis yang adil dan inklu ìsif 

yang mampuì beìrtahan me ìnghadapi pe ìruìbahan kondisi e ìkonomi global.
8
 

1. Transparansi 

Beìrdasarkan hasil wawancara deìngan ke ìtuìa, se ìkreìtaris, be ìndahara, 

peìngawas, se ìrta be ìbe ìrapa anggota kope ìrasi, dapat disimpuìlkan bahwa pe ìne ìrapan 

transparansi di Prime ìr Kope ìrasi Kartika Hasanu ìddin Kolaka suìdah cuìkuìp baik. 

Seìtiap laporan ke ìuìangan dipaparkan se ìcara reìsmi me ìlaluìi Rapat Anggota Tahuìnan 

(RAT) yang dilaksanakan satu ì kali se ìtahuìn, se ìmeìntara laporan peìrkeìmbangan 

keìuìangan disampaikan se ìcara triwuìlanan mauìpuìn buìlanan ke ìpada peìnguìruìs inti 

seìbagai be ìntuìk kontrol inte ìrnal. Informasi yang disampaikan tidak hanya se ìbatas 

laporan ke ìuìangan, teìtapi juìga me ìncakuìp ke ìbijakan kope ìrasi, pe ìrkeìmbangan uìsaha, 

seìrta informasi pe ìnting lainnya yang be ìrsifat teìrbuìka dan dapat diakseìs ole ìh 

seìluìruìh anggota. Bahkan, informasi se ìring disampaikan me ìlaluìi foruìm ape ìl ruìtin 

seìhingga se ìluìruìh anggota me ìmpe ìrole ìh pe ìmahaman yang sama. Dari sisi 

peìngawas, ke ìteìrbuìkaan informasi dinilai cu ìkuìp me ìmadai me ìskipuìn masih ada 

ruìang uìntuìk me ìningkatkan keìceìpatan dan deìtail laporan. Hal ini me ìnuìnjuìkkan 

bahwa prinsip transparansi te ìlah diuìpayakan, dan anggota me ìrasa tidak pe ìrnah 

                                                 
7 Novia Rizki, dkk, “Good corporate governance in cooperatives organization: Lesson 

learn from Indonesia”, New Applied Studies in Management, Economics & Accounting, Vol. VII, 

No. 1, 2024, hlm. 56. 
8 Ibid. 
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keìkuìrangan informasi me ìnge ìnai pe ìnge ìlolaan kope ìrasi. 

2. Akuìntabilitas 

Peìne ìrapan akuìntabilitas te ìrceìrmin dari adanya me ìkanisme ì pe ìrtangguìngjawaban 

peìnguìruìs ke ìpada anggota me ìlaluìi RAT. Pe ìnguìruìs me ìnyampaikan laporan 

meìnye ìluìruìh me ìnge ìnai ke ìgiatan ope ìrasional, ke ìuìangan, mauìpuìn ke ìbijakan 

kope ìrasi se ìlama pe ìriode ì beìrjalan. Evaluìasi dilakuìkan se ìcara langsuìng ole ìh 

anggota me ìlaluìi foruìm RAT, dan se ìtiap kritik atau ì saran dicatat seìrta 

ditindaklanjuìti dalam rapat peìnguìruìs. Se ìlain ituì, kope ìrasi ruìtin diauìdit baik ole ìh 

peìngawas inte ìrnal mauìpuìn auìditor e ìkste ìrnal dari Dinas Kope ìrasi. Be ìrdasarkan 

keìteìrangan keìtuìa kopeìrasi, se ìjauìh ini tidak pe ìrnah diteìmuìkan indikasi 

peìnyimpangan atauì peìnye ìleìwe ìngan dana, bahkan kopeìrasi pe ìrnah meìndapatkan 

peìnghargaan dari Pe ìme ìrintah Kabuìpateìn Kolaka kareìna dinilai se ìhat. Hal ini 

meìnandakan bahwa peìnguìruìs te ìlah me ìnuìnjuìkkan tangguìng jawab dalam 

meìlaksanakan amanah anggota se ìrta me ìnjaga ke ìpe ìrcayaan me ìlaluìi siste ìm 

akuìntabilitas yang je ìlas dan dapat dipe ìrtangguìngjawabkan. 

3. Re ìsponsibilitas 

Indikator re ìsponsibilitas me ìnuìnjuìkkan bagaimana kope ìrasi me ìlaksanakan 

tangguìng jawabnya dalam me ìnjalankan uìsaha se ìsuìai atuìran huìkuìm dan ke ìbuìtuìhan 

anggota. Beìrdasarkan hasil wawancara, peìnguìruìs kope ìrasi me ìneìgaskan bahwa 

meìre ìka seìlaluì be ìrpeìdoman pada peìratuìran Puìskopad Hasanuìddin dan Undang-

Undang Pe ìrkopeìrasian. Namuìn, dari pe ìrspeìktif syariah, kopeìrasi ini be ìluìm 

seìpeìnuìhnya meìne ìrapkan prinsip e ìkonomi Islam kare ìna masih te ìrdapat buìnga 

seìbeìsar 0,9% yang disepakati oleh anggota dalam siste ìm pinjaman. Me ìski 

deìmikian, kope ìrasi te ìtap beìruìsaha meìnjalankan prinsip tanggu ìng jawab sosial 

deìngan me ìnge ìdeìpankan eìfisie ìnsi pe ìngguìnaan dana dan meìmastikan ke ìbijakan 

yang diambil se ìsuìai ke ìbuìtuìhan anggota. Se ìlain ituì, kope ìrasi me ìmbe ìrikan 

peìlatihan atauì peìmbe ìkalan se ìcara ruìtin me ìlaluìi Dinas Kope ìrasi mauìpuìn Puìskopad 

Hasanuìddin, agar pe ìnguìruìs le ìbih me ìmahami tata keìlola uìsaha se ìsuìai atuìran yang 

beìrlakuì. Di samping ituì, kope ìrasi juìga me ìmiliki program sosial beìruìpa santuìnan 

bagi anggota yang sakit atauì meìninggal se ìrta pe ìmbeìrian THR se ìmbako se ìtiap 
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meìnje ìlang hari raya, yang me ìnce ìrminkan be ìntuìk ke ìpeìduìlian te ìrhadap 

keìseìjahteìraan anggota. 

4. Inde ìpeìndeìnsi 

Prinsip inde ìpeìnde ìnsi di kope ìrasi ini te ìrwuìjuìd dalam me ìkanisme ì peìngambilan 

keìpuìtuìsan yang se ìlaluì dilakuìkan me ìlaluìi muìsyawarah anggota dalam RAT, tanpa 

adanya inteìrveìnsi pihak luìar. Se ìmuìa narasuìmbeìr, baik pe ìnguìruìs mauìpuìn anggota, 

meìne ìgaskan bahwa tidak pe ìrnah teìrjadi konflik ke ìpeìntingan dalam prose ìs 

peìngambilan ke ìpuìtuìsan, kareìna keìpuìtuìsan seìlaluì beìrdasarkan atuìran dan hasil 

muìsyawarah beìrsama. Struìktuìr organisasi kope ìrasi yang je ìlas juìga me ìnduìkuìng 

peìngambilan ke ìpuìtuìsan se ìcara mandiri, di mana masing-masing pe ìnguìruìs 

meìmiliki tuìgas dan tangguìng jawab se ìsuìai bidangnya. Dari sisi pe ìngawas, 

peìlaksanaan fuìngsi kontrol dapat dilaku ìkan deìngan obje ìktif tanpa teìkanan, 

seìhingga me ìmastikan se ìtiap ke ìpuìtuìsan be ìnar-beìnar me ìnguìtamakan ke ìpe ìntingan 

anggota. De ìngan de ìmikian, kope ìrasi ini re ìlatif be ìrhasil me ìnjaga inde ìpe ìndeìnsi 

dalam tata keìlola organisasinya. 

5. Ke ìadilan 

Aspe ìk ke ìadilan te ìrce ìrmin dari me ìkanisme ì peìmbagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang dilakuìkan seìcara adil beìrdasarkan tingkat partisipasi anggota. Se ìmakin be ìsar 

kontribuìsi anggota, baik me ìlaluìi simpanan mauìpuìn transaksi di toko kope ìrasi, 

maka se ìmakin be ìsar puìla bagian SHU yang dite ìrima. Se ìbaliknya, anggota yang 

tidak aktif tidak me ìndapatkan SHU. Se ìmuìa narasuìmbeìr me ìne ìgaskan bahwa tidak 

ada peìrlakuìan istime ìwa teìrhadap anggota teìrte ìntuì, baik be ìrdasarkan pangkat, 

jabatan, mauìpuìn ke ìduìduìkan. Keìadilan juìga teìrlihat dalam akse ìs layanan kopeìrasi, 

di mana se ìluìruìh anggota me ìmiliki ke ìseìmpatan yang sama u ìntuìk me ìngguìnakan 

fasilitas simpan pinjam mau ìpuìn be ìlanja di toko kopeìrasi. Ke ìpuìtuìsan yang diambil 

dalam RAT juìga me ìnjamin bahwa se ìtiap suìara anggota me ìmiliki nilai yang sama, 

seìhingga prinsip de ìmokrasi dan ke ìadilan be ìnar-be ìnar beìrjalan dalam kope ìrasi ini. 

6. Peìrspe ìktif Ekonomi Islam 

Jika dilihat dari pe ìrspe ìktif e ìkonomi Islam, tata keìlola kope ìrasi ini be ìluìm 

seìpeìnuìhnya seìsuìai de ìngan prinsip syariah. Hal ini kare ìna kope ìrasi tidak me ìmiliki 
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foruìm khuìsuìs uìntuìk me ìmbahas ke ìseìsuìaian ope ìrasional de ìngan syariat Islam, 

kareìna kopeìrasi ini be ìrstatuìs konveìnsional di bawah komando Pu ìskopad. Namuìn 

deìmikian, kope ìrasi teìtap me ìnuìnjuìkkan be ìbeìrapa nilai yang se ìjalan de ìngan ajaran 

Islam, se ìpe ìrti prinsip e ìfisie ìnsi, hiduìp se ìdeìrhana, keìpeìduìlian sosial, se ìrta 

peìmbagian SHU be ìrdasarkan kontribuìsi anggota yang me ìnce ìrminkan ke ìadilan. 

Program sosial be ìruìpa santuìnan dan pe ìmbe ìrian THR se ìmbako juìga 

meìnce ìrminkan nilai solidaritas yang se ìjalan de ìngan se ìmangat zakat, infaq, dan 

seìdeìkah meìskipuìn tidak dise ìbuìt se ìcara eìksplisit. Pandangan peìnguìruìs te ìrhadap 

eìkonomi Islam pada dasarnya neìtral, namuìn me ìre ìka me ìnyatakan siap 

meìnye ìsuìaikan jika suìatuì saat reìguìlasi me ìwajibkan pe ìneìrapan prinsip syariah 

dalam kope ìrasi.  

b. Faktor Peìnduìkuìng dan Pe ìnghambat dalam Pe ìneìrapan Good Corporateì 

Gove ìrnance ì (GCG) Pada Prime ìr Kope ìrasi Kartika Hasanuìddin Kolaka 

Peìne ìrapan Good Corporateì Goveìrnanceì (GCG) pada Prime ìr Kope ìrasi 

Kartika Hasanuìddin Kolaka tidak te ìrle ìpas dari adanya faktor peìnduìkuìng yang 

meìmpe ìrkuìat tata keìlola organisasi. Dari sisi ke ìle ìmbagaan, kope ìrasi ini be ìrada di 

bawah nauìngan Puìskopad Hasanuìddin se ìhingga me ìmiliki atuìran dasar se ìrta 

peìdoman keìrja yang je ìlas. Ke ìbe ìradaan Anggaran Dasar/Anggaran Ru ìmah Tangga 

(AD/ART) dan struìktuìr organisasi yang te ìrtata juìga me ìnjadi landasan pe ìnting 

bagi pe ìnguìruìs dalam me ìnge ìlola kope ìrasi se ìcara te ìrarah. Se ìlain ituì, partisipasi 

anggota tuìruìt me ìnjadi pe ìnopang uìtama. Hal ini teìrlihat dari keìteìrlibatan aktif 

anggota dalam Rapat Anggota Tahu ìnan (RAT) mauìpuìn foruìm muìsyawarah, di 

mana saran, kritik, dan masu ìkan dari anggota tidak hanya dide ìngar te ìtapi juìga 

ditindaklanjuìti ole ìh pe ìnguìruìs. Siste ìm akuìntabilitas puìn te ìrbanguìn de ìngan baik 

meìlaluìi RAT tahuìnan, auìdit inte ìrnal dari pe ìngawas, dan auìdit e ìkste ìrnal ole ìh Dinas 

Kope ìrasi yang me ìnjamin ke ìte ìrbuìkaan seìrta pe ìrtangguìngjawaban pe ìnguìruìs. Tidak 

hanya ituì, kope ìrasi juìga me ìnjalankan program sosial se ìpeìrti pe ìmbe ìrian santuìnan 

keìpada anggota yang sakit atauì me ìninggal se ìrta pe ìmbagian THR se ìmbako 

meìnje ìlang hari raya. Program-program ini me ìnuìnjuìkkan adanya ke ìpe ìduìlian 
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teìrhadap keìseìjahte ìraan anggota, se ìhingga se ìmakin me ìmpe ìrkuìat pe ìneìrapan prinsip 

keìadilan dan tangguìng jawab dalam tata ke ìlola kope ìrasi. 

Meìskipuìn de ìmikian, pe ìneìrapan GCG masih me ìnghadapi se ìjuìmlah 

hambatan. Dari sisi ke ìse ìsuìaian deìngan prinsip e ìkonomi Islam, kope ìrasi ini be ìluìm 

seìpeìnuìhnya beìrbasis syariah. Ke ìtiadaan akad-akad syariah se ìpeìrti muìrabahah atauì 

muìdharabah seìrta beìluìm adanya reìguìlasi khuìsuìs yang me ìngatuìr pe ìne ìrapan 

kope ìrasi syariah me ìnjadi pe ìnghalang bagi pe ìrwuìjuìdan tata ke ìlola yang se ìsuìai 

deìngan nilai Islam. Se ìlain ituì, ke ìteìrbatasan suìmbe ìr daya manuìsia juìga me ìnjadi 

keìndala, seìbab tidak se ìmuìa pe ìnguìruìs me ìmahami prinsip-prinsip GCG se ìcara 

meìndalam mauìpuìn konse ìp eìkonomi Islam se ìcara uìtuìh.  

Kondisi ini me ìnuìnjuìkkan pe ìrluìnya pe ìningkatan kapasitas me ìlaluìi pe ìlatihan 

dan pe ìndampingan be ìrke ìlanjuìtan. Hambatan lain datang dari aspe ìk administrasi 

dan teìknologi, di mana pe ìncatatan keìuìangan se ìrta laporan masih dilakuìkan se ìcara 

manuìal se ìhingga rawan ke ìteìrlambatan dalam distribu ìsi informasi dan me ìnguìrangi 

eìfeìktivitas transparansi. Partisipasi anggota ju ìga be ìluìm me ìrata, kareìna masih 

teìrdapat seìbagian anggota yang ku ìrang aktif dalam me ìngikuìti RAT atauì tidak 

meìmanfaatkan layanan kopeìrasi se ìcara optimal. Hal ini be ìrdampak pada 

eìfeìktivitas pe ìneìrapan prinsip de ìmokrasi dalam kope ìrasi. 

Keìbe ìradaan faktor peìnduìkuìng me ìnuìnjuìkkan bahwa kope ìrasi me ìmiliki 

fondasi yang cuìkuìp kuìat uìntuìk me ìneìrapkan GCG. Namuìn, faktor peìnghambat 

meìngindikasikan adanya keìbuìtuìhan akan transformasi, khu ìsuìsnya dalam 

peìneìrapan prinsip syariah, pe ìnguìatan kapasitas SDM, mode ìrnisasi administrasi 

beìrbasis te ìknologi, dan pe ìningkatan partisipasi anggota. 

Jika faktor-faktor peìnghambat ini dapat diatasi, maka kopeìrasi tidak hanya 

akan mampuì meìmpe ìrtahankan peìneìrapan GCG, te ìtapi juìga dapat me ìningkatkan 

kuìalitas tata keìlola yang se ìlaras de ìngan prinsip e ìkonomi Islam. Hal ini pada 

akhirnya akan beìrkontribuìsi pada peìncapaian tuìjuìan uìtama kopeìrasi, yakni 

meìningkatkan ke ìse ìjahteìraan anggota se ìcara beìrke ìlanjuìtan. 
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Seìcara ke ìse ìluìruìhan, teìmuìan ini me ìnuìnjuìkkan bahwa pe ìneìrapan GCG di 

Prime ìr Kope ìrasi Kartika Hasanu ìddin Kolaka be ìrjalan baik jika didu ìkuìng ole ìh 

reìguìlasi, partisipasi anggota, siste ìm pe ìngawasan, dan program ke ìseìjahte ìraan. 

Namuìn, uìntuìk me ìncapai peìne ìrapan GCG yang optimal, kope ìrasi pe ìrluì me ìngatasi 

hambatan yang ada, teìrmasuìk me ìmpe ìrkuìat pe ìneìrapan prinsip syariah, 

meìningkatkan peìmahaman anggota te ìrhadap GCG, me ìmanfaatkan teìknologi 

seìcara maksimal, dan me ìndorong partisipasi anggota yang le ìbih me ìrata. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) dalam mewujudkan kesejahteraan anggota menurut ekonomi 

Islam studi kasus pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip Transparansi telah diterapkan dengan baik, dibuktikan melalui 

keterbukaan laporan keuangan, laporan triwulanan, serta penyampaian 

pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam 

perspektif Islam, transparansi mencerminkan nilai kejujuran dan kebenaran 

yang mencegah terjadinya penipuan, manipulasi, dan informasi yang 

merugikan anggota. 

2. Prinsip Akuntabilitas diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, 

pembagian tugas yang teratur, serta mekanisme pengawasan internal dan 

eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip al-Mas’uliyyah 

(pertanggungjawaban) dalam Islam, yang menegaskan bahwa setiap 

pemimpin bertanggung jawab tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada 

Allah SWT. 

3. Prinsip Responsibilitas tercermin dalam kepatuhan koperasi terhadap regulasi 

pemerintah, aturan perkoperasian, serta tanggung jawab sosial terhadap 
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anggota. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip al-Ihsan (berbuat 

kebaikan), yaitu memberikan manfaat kepada orang lain lebih dari sekadar 

memenuhi kewajiban formal. 

4. Prinsip Independensi dilaksanakan melalui pengambilan keputusan yang 

bebas dari intervensi pihak luar. Musyawarah anggota menjadi dasar utama 

dalam menentukan kebijakan koperasi. Perspektif Islam menekankan 

pentingnya wasathiyah (keseimbangan dan moderasi), yakni mengambil 

keputusan secara adil, tidak berat sebelah, dan tetap menjaga kemaslahatan 

bersama. 

5. Prinsip Keadilan diwujudkan melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang proporsional sesuai partisipasi anggota, serta kesempatan yang sama 

bagi seluruh anggota. Dalam ekonomi Islam, keadilan (al-‘adl) adalah prinsip 

fundamental yang menghindarkan anggota dari kedzaliman, memastikan hak-

hak terpenuhi, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kolektif. 

Selain kelima prinsip GCG, dari perspektif Islam juga tampak bahwa 

koperasi berupaya menjalankan prinsip al-Kifayah (kecukupan) dengan 

menyediakan kebutuhan dasar anggota melalui unit usaha koperasi. Prinsip 

manfaat (maslahah) juga terwujud melalui kegiatan simpan pinjam dan toko 

koperasi yang membantu anggota. Dengan demikian, penerapan GCG di Primer 

Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka tidak hanya memenuhi standar tata kelola 

modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Islam. Hal ini 

membuktikan bahwa tata kelola yang baik dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh, meliputi aspek material, 

sosial, dan spiritual. 

Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

pada Primer Koperasi Kartika Hasanuddin Kolaka, terdapat sejumlah faktor yang 

mendukung sekaligus menghambat keberhasilannya. Faktor pendukung yang 
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paling menonjol adalah keterbukaan dan kepercayaan antara pengurus dengan 

anggota. Hal ini tampak dari keteraturan penyampaian laporan keuangan serta 

pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga 

menumbuhkan rasa percaya dan meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam 

kegiatan koperasi. Selain itu, komitmen pengurus yang melaksanakan tugas sesuai 

struktur organisasi serta pengambilan keputusan yang dilakukan melalui 

musyawarah juga menjadi modal penting bagi terjaganya prinsip transparansi dan 

akuntabilitas. Faktor pendukung lainnya datang dari regulasi pemerintah yang 

memberi pedoman jelas dalam pengelolaan koperasi, serta adanya solidaritas dan 

kebersamaan antaranggota yang mendorong terwujudnya keseimbangan 

kepentingan individu dan kolektif. 

Namun, penerapan prinsip-prinsip GCG di koperasi ini tidak lepas dari 

berbagai hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam 

pemahaman mendalam mengenai manajemen modern dan prinsip tata kelola 

Islami, sering kali menjadi kendala. Di samping itu, koperasi masih menghadapi 

keterbatasan dalam inovasi usaha karena aktivitas ekonomi lebih banyak berfokus 

pada unit simpan pinjam dan toko, sehingga potensi peningkatan kesejahteraan 

anggota belum optimal. Hambatan lain yang muncul adalah sistem pinjaman 

berbunga yang, meskipun relatif lebih rendah dibanding lembaga keuangan 

konvensional, masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. 

Selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi tantangan 

tersendiri, karena transparansi dan penyebaran informasi belum dapat menjangkau 

semua anggota secara merata, khususnya mereka yang tidak selalu hadir dalam 

RAT. 
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